
 
 
 

 

 
 

WALIKOTA PAREPARE 
 

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE 
NOMOR  37  TAHUN 2014 

  
T E N T A N G 

  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK 

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

WALIKOTA PAREPARE, 
  

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 79A 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu diatur 
Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan 
Sipil. 

  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

  
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tanbahan Lemabaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
 
 
 

5.Undang-Undang …………. 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006  tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 232); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah propinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera 
Republik Nomor 4737); 

 

 8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah  (Lembaran 
Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan 
Lebaran Daerah Nomor 58), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun  
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2); 

 
 9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 
2011 Nomor 16, Tambahan Lebaran Daerah Kota 
Parepare Nomor 78); 

 

  10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum  (Lembaran Daerah Kota 
Parepare Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lebaran 
Daerah Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun  2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Retribusi 
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 
2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Parepare Nomor 103); 

 

 11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor10 Tahun 2013 
tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lebaran 
Daerah Kota Parepare Nomor 100). 

 

MEMUTUSKAN: 
 

 Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA 
PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. 

 

 

 

BAB I ……………. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 
 

1. Daerah adalah Kota Parepare. 
 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

 

3. Walikota adalah Walikota Parepare. 
 

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pengutan 
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

 

5. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau Badan. 

 

6. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 
Catatan Sipil adalah pungutan sebagai pembayaran yang dikenakan atas 
pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, 
kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas  
penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi 
akta perkawinan, akta penceraian, akta pengesehan dan akta pengakuan 
anak, akta ganti nama bagi Warga Negara Asing dan akta kematian. 

 

BAB II 
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK 

KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA 
CATATA SIPIL 

 

Pasal 2 
 

Besarnya tariff retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut : 
 

a. biaya KK untuk WNA Rp. 0,- 
b.  akta perkawinan WNA didalam kantor Rp. 0,- 
a. akta perkawinan WNA diluar kantor Rp. 0,- 
b. akta perceraian WNA  Rp. 0,- 
c. akta pengakuan Anak WNA  Rp. 0,- 
d. akta pengesahan WNA  Rp. 0,- 
e. akta ganti nama bagi WNA  Rp. 0,- 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila 
terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana 
mestinya. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Ditetapkan di Parepare 
 pada tanggal 15 September 2014 
 
   WALIKOTA PAREPARE, 

   

 

 

  TAUFAN PAWE 
 
 
 
 
Diundangkan di Parepare 
pada tanggal 15 September 2014 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE, 

 

 

 

MUSTAFA MAPPANGARA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


